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SAMBUTAN
INSPEKTUR JENDERAL

Tahun 2023 adalah tahun yang menantang bagi Inspektorat Jenderal namun dapat terlewati
dengan baik. Pada tahun ini terdapat beberapa perubahan yang dilakukan untuk memperkuat
kegiatan pengawasan demi mengawal mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan bersih di bidang kesejahteraan sosial. Mulai dari tersusunnya Piagam Pengawasan
Intern, Kebijakan Pengawasan hingga berbagai macam Pedoman Pengawasan yang dapat
menjadi guideline bagi Auditor agar lebih optimal dalam melakukan tugas pengawasan.

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah
SWT karena atas ridho-Nya semua kegiatan
pada tahun 2023 dapat kami laksanakan dan
tuangkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN)
Inspektorat Jenderal TA 2023.

LAKIN Inspektorat Jenderal TA 2023 disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor
19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian  Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Laporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
| Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial
yang merupakan turunan dari Peraturan
Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri
Pemberdayaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN Inspektorat Jenderal TA 2023
merupakan perwujudan dari transparansi dan
akuntabilitas ~ dalam  kerangka  good
governance serta bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
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fungsi Inspektorat Jenderal yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Sosial dan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengawasan Intern di Lingkungan
Kementerian ~ Sosial.  Dokumen ini
menyajikan capaian kinerja yang mencakup
keberhasilan maupun tantangan dalam
rangka mencapai visi dan misi Inspektorat
Jenderal selama periode tahun 2023.
Tahun ini, Inspektorat Jenderal memiliki 7
(tujuh indikator) Capaian Kinerja yang
diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
Inspektur Jenderal Tahun 2023. Dari ke-7
indikator tersebut, semua berhasil dicapai
hingga 100%. Selain itu, penyerapan
anggaran Inspektorat Jenderal juga telah
mencapai 98,71 %.

Selain melakukan tugas dan fungsi sebagai
pengawas di  Kementerian  Sosial,
Inspektorat ~ Jenderal  juga  turut
memperkuat tata kelola dengan menyusun
12 (dua belas) dokumen naskah hukum
yang dapat mendukung pelaksanaan
pengawasan. Tidak hanya itu, Inspektorat
Jenderal juga ikut serta dalam kegiatan
pameran yang diadakan BPKP dan KPK
dalam rangka melakukan sosialisasi dan

edukasi terkait dengan program kerja
Kementerian Sosial serta pelaksanaan
pengawasan di Inspektorat Jenderal.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan
terima kasih kepada pimpinan Kementerian
Sosial atas dukungan dan arahan, kepada
seluruh jajaran Inspektorat Jenderal atas
kerjasama dalam mewujudkan tujuan
Inspektorat Jenderal serta terima kasih
kepada seluruh stakeholder yang telah
bersinergi dalam setiap pelaksanaan tugas

dan fungsinya.

Besar harapan kami bahwa LAKIN ini dapat
memberikan gambaran atas capaian kinerja
Inspektorat Jenderal, berguna bagi internal
Inspektorat  Jenderal maupun pihak
eksternal, dan menjadi bahan evaluasi
dalam perencanaan program dan anggaran,
peningkatan pengelolaan sumber daya,
serta peningkatan kinerja pada tahun
selanjutnya.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan
LAKIN ini terdapat beberapa
kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat
terbuka oleh kritik dan saran yang
membangun  demi  perbaikan  LAKIN
Inspektorat Jenderal ke depan.

masih

Plt. Inspektur Jenderal

aksa Utama Muda

NIP. 197202201996031001
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RINGKASAN
EKSEKUTIF

Selama tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melakukan pengawasan internal dengan
dukungan pagu anggaran sebesar Rp41.594.464.000 untuk melakukan pengawasan pada
berbagai program bantuan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial
serta rehabilitasi sosial dengan cakupan seluruh Indonesia.

Realisasi Anggaran

Belanja Pegawai
98,79%

nmn
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Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Tanggal 19 s.d 24 Desember 2023
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LATAR
BELAKANG

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Rl
adalah salah satu Unit Kerja Eselon | di
bawah Menteri Sosial, sebagai unit
pengawasan internal pemerintah.
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Rl
telah melakukan perubahan paradigma
pengawasan sejalan dengan tuntutan
masyarakat, dimana pengawasan tidak
hanya berperan sebagai “watchdog” tetapi
telah mengalami pergeseran dan perluasan
menjadi  konsultan dan katalis bagi
organisasi pengawasan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

dalam

Inspektorat Jenderal akan senantiasa
menjaga kualitas penyelenggaraan

kesejahteraan sosial agar dilaksanakan
secara efektif, efisien, ekonomis, dan
akuntabel serta sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan  yang

peraturan
berlaku.

_J )

7

Dalam melaksanakan tugasnya,
Inspektorat Jenderal dituntut independen,
penuh kehati-hatian dan penuh tanggung
jawab. Untuk itulah, Laporan Kinerja
disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban dalam melaksanakan
tugas dan fungsi, serta dalam rangka
melaksanakan misi dan mencapai Vvisi
Inspektorat Jenderal.

Laporan Kinerja ini sebagai alat kendali dan
pemacu peningkatan kinerja di lingkungan
Inspektorat Jenderal sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemberian Penghargaan pada Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang

dilaksanakan pada 15 Desember 2023
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TUGAS, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Sosial, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan
intern di Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Tugas pokok
dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sebagai berikut :

Tugas Pokok:
Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial

Fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;
b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial;
. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi Ingpektorat Jenderal

Kasubbag TU

Kelompok Jabatan
Fungsional

Inspektorat Bidang Dayasos Inspekioral Bidang Rehsos Inspektorat Bidang Linjamsos Inspektoral Bidang Penunjang

Kasubbag TU Kasubbag TU Kasubbag TU Kasubbag TU

Kelompok Jabatan
Fungsional
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SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Dody Sukmono, SH

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan
fungsi:

a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran serta
pelaporan;

b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;

c. Pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan;

d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga
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INSPEKTORAT BIDANG
LINJAMSOS

-

V

Dra. Neneng Heryani, M.Pd

Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan laporan hasil

pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
C.

e "o o

Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;

Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;

Penyiapan pelaksanaan investigasi;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.
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INSPEKTORAT BIDANG
REHSOS

Drs. Arif Nahari, M.Si

Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern, dan penyusunan. laporan hasil
pengawasan pada lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;

Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;

Penyiapan pelaksanaan investigasi;

o

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

S@e "o o
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INSPEKTORAT BIDANG
DAYASOS

Serimika Br. Karo, SH, M.Si

Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan
pada lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan
fungsi:

a.

Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan

S@e "o o

kegiatan pengawasan lainnya;

Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;

Penyiapan pelaksanaan investigasi;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.
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INSPEKTORAT BIDANG
PENUNJANG

L.,

Drs. Idit Supriadi Priatna, M.Si

Inspektorat Bidang Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis, pelaksanaan pengawasan intern dan penyusunan laporan hasil pengawasan pada
lingkup Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan rencana dan program pengawasan intern;

b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;

c. Penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

Penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan pimpinan;

Penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan;

Penyiapan pelaksanaan investigasi;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

S@e "o o
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KOMPOSISI
PEGAWAI

Dalam melakukan kegiatan pengawasan, Inspektorat Jenderal didukung oleh Sumber Daya
Manusia dengan total 127 pegawai pada tahun 2023 dengan komposisi sebagai berikut:

DATA PEGAWAI TAHUN 2023

Nama Jabatan

Jumlah

Nama Jabatan

Jumlah

Komposisi Pegawai Berdasarkan

Unit Kerja Eselon i

Itbid Penunjang
18

Sekretariat
41

Itbid Dayasos
24

Itbid Linjamsos

Itbid Rehsos

24 20 . . P
Komposisi Pegawai

Berdasarkan Pendidikan
SMA = DIIl

= Magister
70

70
60
50
40
30
20
10

= SMP
= Sarjana/D IV

L9.

Komposisi Pegawai

Analis Kebijakan Ahli Pertama 1 Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial 1
Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Inspektur Bidang Penunjang 1
Analis Organisasi 1 Inspektur Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 1
Analis Pengelola Barang Milik Negara 1 Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial 1
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda 2 Kepala Subbagian Tata Usaha 5
Analis Produk Hukum 1 Sekretaris Inspektorat Jenderal 1
Analis SDM Aparatur Ahli Muda 1 Pengadministrasi Umum 2
Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 1 Pengelola Administrasi Kepegawaian 1
Arsiparis Pelaksana 1 Pengelola Barang Persediaan dan Barang Milik Negara 2
Arsiparis Terampil 4 Pengelola Evaluasi dan Laporan 2
Auditor Ahli Madya 11 Pengelola Keuangan 2
Auditor Ahli Muda 18 Penyuluh Hukum Ahli Pertama 1
Auditor Ahli Pertama 19 Penyusun Laporan Keuangan 1
Auditor Mahir 14 Penyusun Program dan Anggaran 1
Auditor Pelaksana 1 Penyusun Rencana Keuangan 1
Bendahara 1 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 1
Perencana Ahli Muda 1 Pranata Komputer Ahli Pertama 1
Verifikator Keuangan 2 PPNPN 21
TOTAL 127

Berdasarkan Jenis Kelamin

= Laki-laki
70

60
50
40
30
20
10

0

Perempuan

62

Pendidikan

Inspektorat Jenderal

Jenis Kelamin
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KOMPOSISI
ANGGARAN

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp
47.026.464.000,- dan mengalami revisi sebesar Rp 5.432.000.000,- dari anggaran Belanja
Pegawai sehingga pagu Inspektorat Jenderal menjadi Rp. 41.594.464.000,-

1)
(== S |\ 4
] 0

Rp 47.026.464.000,- Rp 41.594.464.000,-

Adapun anggaran tersebut mendukung berbagai kegiatan yang terdiri dari:

Pengelolaan Risiko,

Pengawasan Internal
e 25 = Pengelolaan Komunikasi dan
(Cas . Informasi Publik Inspektorat Rp49.270.000.-
) Jenderal
**O\M Pengelolaan Perencanaan,
Keuangan, BMN, dan Umum Rp23.072.812.000--
Inspektorat Jenderal
Pengelolaan Organisasi dan Rp717.154.000,-
SDM Inspektorat Jenderal
= Legislasi dan Litigasi Inspektorat Rp681.020.000.-

=
‘5: Jenderal
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PERAN STRATEGIS

ORGANISASI

Menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Pengawasan Intern adalah seluruh proses
kegiatan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
tugas

terhadap penyelenggaraan dan

fungsi

“REVIU" adalah penelaahan
ulang bukti-bukti suatu
kegiatan untuk
memastikan bahwa
kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang

organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok
ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan
dalam mewujudkan tata kepemerintahan
yang baik.

“AUDIT" adalah proses
identifikasi masalah, analisis,
dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen,
objektif dan profesional
berdasarkan standar audit,
untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan
keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah.

“EVALUASI" adalah

telah ditetapkan. rangkaian kegiatan

X membandingkan hasil atau

® prestasi suatu kegiatan

dengan standar, rencana,

atau norma yang telah

“PEMANTAUAN’ adalah ditetapkan, dan

proses penilaian menentukan faktor-faktor

kemajuan suatku ﬂ | o | 5 @ yang mempengaruhi
rogram atau kegiatan E i

prog g Bl O keberhasilan atau kegagalan

dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. \

suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan.

“‘PENGAWASAN LAINNYA”
antara lain berupa
sosialisasi mengenai
pengawasan, pendidikan
dan pelatihan pengawasan,
pembimbingan dan
konsultasi, pengelolaan
hasil pengawasan, dan
pemaparan hasil
pengawasan.

Inspektorat Jenderal 12
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PERAN INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008
Syarat Minimal Peran APIP dikatakan efektif :

1. 1.Dapat memberikan keyakinan memadai
QUALITY 3 atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
ASSURANCE ADVISORY efektivitas pencapaian tujuan
MANAGEMENT penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi

pemerintah (assurance activities);
2.Memberikan  peringatan  dini  dan
meningkatkan manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah (anti corruption activities);
3.Memberikan  masukan yang dapat
memelihara dan meningkatkan kualitas
tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah (consulting
activities).

APIP YANG EFEKTIF

#

APIP Yang Efektif Untuk mewujudkan Standar Audit Intern  Reformasi Birokras

1 . .
Kriteria APIP Efektif : APIP yang Efektif Pemerintah Tujuan Reformasi Birokrasi :
1.Memberikan Keyakinan dibutuhkan: Internal Audit Capability Birokrasi Pemerintahan
Yang Memadai (Ketaatan, 1. Auditor Profesional dan Model (IACM) yang Profes'ional, Adaptif,
3E) / Assurance Activity Kompeten T.erlnt.egras!, Berkinerja
2.Memberikan Peringatan 2.Hasil  Audit  yang  EvaluasiHasi Pengawasan Tingg BerS|h.Dan Bebas
Dini dan Peningkatan berkualitas Bangkessos KKN, Melayani, Netral,

Sejahtera, berdedikasi dan
Memegang Teguh Kode Etik

Efektivitas Manajemen
Risiko (Anti Corruption
Activity)

3.Memberikan Saran dan
Masukan Dalam Rangka
Peningkatan Tata Kelola
(Consulting Activity /
Advisory Management)
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Sebagai  unit pengawasan internal,
Inspektorat Jenderal perlu menjadi trusted
advisory bagi mitra di lingkungan
Kementerian Sosial untuk mewujudkan
good governance dan clean government.
Hal ini dapat terwujud dengan menunjukkan
kinerja yang optimal dalam melakukan
pengawasan terhadap mitra kerja di seluruh
Indonesia dan program-program
kementerian, terlebih program prioritas
seperti:

« Program Sembako;

« Program Keluarga Harapan (PKH);

« Penanganan Bencana Alam/Sosial;

. Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI);

« Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA);

« Pemberdayaan Komunitas  Adat

Terpencil (KAT);
« Program Permakanan untuk Lanjut Usia
dan Penyandang Disabilitas;

« Program Bantuan ATENSI YAPI (Yatim,
Piatu, dan/atau Yatim Piatu);

« Program Rumah Sejahtera Terpadu
(RST);

« Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS)

« Akreditasi;

« Sertifikasi; dan

« Penyelenggaraan  Diklat ~ Program

Keluarga Harapan.
Peran strategis Inspektorat Jenderal
semakin kuat dengan ditetapkannya
Piagam Audit Intern yang disahkan oleh
Menteri Sosial dan diketahui serta

ditandatangani oleh para Direktur Unit
Kerja Eselon 1 sebagai bukti dukungan dan
komitmen yang diberikan oleh mitra kerja
kepada Inspektorat Jenderal. Piagam
Pengawasan Intern menjadi dasar bagi
manajemen Kementerian Sosial untuk
mengevaluasi kegiatan pengawasan intern.

Diklat Audit Tftnb

Informasi dan Komunikasi
’d—'

Inspektorat Jenderal
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berdasarkan Permensos Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern di
lingkungan Kementerian Sosial Pasal 46 ayat 3, Piagam Pengawasan Intern
merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan kewenangan dan
tanggung jawab Pengawasan Intern.

Y

Kementerian Sosial Republik Indonesia

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

‘é KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

et e iy con1 1m0t
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PERIELABAN/ 5
PIAGAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER)

Pengawasan Intern (Intemal Audit Charter) merupakan
dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang. dan tanggung
Jawab kegiatan pengawasan tntern oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemeriniah (APIP).

mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern i

lingkungan Kementerian Sosial dan bertanggung jawab langsung

Jawab kepada Inspektur Jenderal melalut Inspektur Bidang.

. Vit DAN st HsPERTORAT

Vist Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial adalah Pengawasan

Internal yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mewujudican
Kementerian Sostal

Kementerian Sosial melaksanakan 3 (empat) dari 3 (sembi

) watet
Prestdan. Dart smpat miat terscbut, Inspektorat Jenderal sslales APIP
nomor 3 (iga). yaity Pengelolaan Pemerintahan

yang bersih efekf dan terpercaya, melaki:
Mewujudian SDM APIP yang berintegritas dan kompeten;
datam rangka

sistem  pengendalian

o, dan tata kelola yang baik

n tntem dalam rangka meningkatian
kepatuban terhadap perundang:

intern,

linerga

organisast dan

ran Menteri Sosial Nomor | Tahun 3033 ientang
Organisasi dan Taia Kerja Kemenierian Sostal, Inspekiorat Jenderal
pengawasan
sesust dengan ketentuan peraturan perundang:
undangan. Dalam  melaksanakan twugas sebagamana

Inspekctorat Jenderal menyclengzarakan fungs!

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan

tugas  menyelenggarakan

Kementerian Sosial
Pelaksansan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sostal
roviu, svaluast,

terhadap kinerja dan keusngan melahul mudit,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnys:

3. Pelaksanaan pengawasan untuk fjuan tertentu atas penugasan

4. Penyusunan laporan hastl pengawasan di lnghungan Kementerian
Sosial

Kinerja instanst Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja Eselon 1, evaluasi

Renstra), dokumen Laporan  Kinerja

S. Pelaksanaan administrast Inspekiorat Jenderal; dan 3. Menjamin keeukupan dan ketersedinan sumber daya pengawasan

schingga dapat menyelenggarakan fangs! pengawasan intem secars

©. Pelaksanaan fungs lain yang diberikan oleh Menters.

optimal; (Lakin), evatuas:
sosiaL 4. Melakukan pemantauen tindak lanjut hasil pengawasan batk Wilayah Debas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Dersih dan
Inspekcorat Jenderal memillii kewenangan untuk intemal  melalut  AFIP, nn  cksternal melalul  Badan evaluasi Penatauss
1. Mengakses scuruh informasi,  sistem  informa wan, Pemeriksaan Keuangan (87 Kl dan keuangan, dan o
szl g Wiy Qo s M st 5. Men o pengawasan dan laporan berkala ol minus Inspekiur Jenderal;
St palilceaiin Sl s 45 alavitas pelaksanasn funga pengawasan intern kepads Mantsr . scperts pemantauan Tindak Lanjut H ..
2. Melakukan komuntkasi secars langsung dengan pejahat pads Sostal manaan 1
satuan kesja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawal lain yang. nasional, dan pemantauan lainnya.
dipertikan dalam rangka pelaksanaan pengawasan: . TUJUAN, BASARAN, LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT 5. Kegatan pengawasan lainnys, seperti penyaminan kualitas/ quality
3. Memilki wewenang menyampatkan laporan dan melakukan assurance Sistem Pengendalian Intern Peme 2
konaultast m.n.. Menteri Sosial serta berkoordinasi dengan kualitas/ quality assurance pelayanan publik, pendidikan dan
pimpinan laine: pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan
3 i e g s it dan pemaparan x
s. sikan sumber daya serts menetapian frekuensi, objel,

H. KODE ETIX DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN SOSIAL

o —
©. Menerapkan telanicteknik yang diperiukan untuk memenuht tuusn

pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian Sosis

dalam auditor dalam peny

intern  mensyaratkan bahwa

pengawasan intem: a. ngaws
melaksanakan prkerjaannys harus senantiass mengacu pada Kode Btk

7. Meminta dan memperoleh dukungan dan/ateu asitens yang

dipertukan, yang berasal dari internal maupun cksternal Meningkatkan penyclenggaran tuges dan fangst dan Standar Audii scbagaimana diatur dalam Kede Eilk Asosiasi
bt Bl dalii il e, R e Kementertan Sosial yang bersth dan bebas dart prakeic-prakuii Auditor tnternal Pemerintah Indonesia (AAIPY
intern. Korupat, Kelusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapal tujuan pengawasan intern tersebut di atas L sENDERAL

. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN maka sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial

sosiaL
Persyaratan Auditor Inspekiorat Jenderal Kementerian Sostal meliput

sosiaL mclalul
Dalam intern, Audit, terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu; 1. Mememuht serti dan persyaratan teknis lainnya sesual ,
Kementerian Sosial bertangunglawab un ik . Reviu, terdinl dari reviu laporan keuangan, reviu anggaran, revia peraturan  perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional
L dan auditor, revist anggaran, reviu Penyerapan Am Peng rang Audstor,

kualitas proses pengawasan, dan kusittas hasil pengawasan dengan dan Jasa (PAPED), revis laporan kinerga, reviu: Remcana Kebutuhs 2. Memilikt integritas dan perilaku yang profesional, independen, Jujur,

mengacu kepada standar audit yang berlaju; Barang Milik Negara (RKIMN), reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan dan obyelaif dalam pelaksanaan tugasnya;:
2. Menyusun, mengembangkan. dan melaksanakan Program Kerja Reformasi Birokrasi (PMPRB), reviu kewajaran harga n 3. s pengetahuan d uman mengenal teknis audit dan -

distplin thu lath yang relevan dengn
Wajib mematubi kode ctik dan Standar AAIPI;

ngadaa
darurat, dan reviu lain atas perintah Menteri Sostal dan/ats i bidang tugasny:

Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis ristko, khususnya dalam hal
skala

tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali dnvs
erdasarkan peraturan perundang-undar
©. Memahami prinsip-prinsip ta

PERANGIAPAN
Aucitor tdak boleh terlibat
watan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat

Auditor
merangkap jaba

Untuk mewupudican  efekctivitas
pengawasan intern.

menjalin kerjasama dan koordin:
sgmwasan), Badan Pengaw
(BPKP), AALPI, BPK R, dan Aparat Penegal Hulkurm (APH).
Wasjud hubrangan kerjasama dan k

- aspektarat Jemders Kementerian Sosia dan Satuan Kerin

kelola organtiasi yang btk dan

‘manajemen risiko; dan
7. Bersed

o meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan

profesionalismenya secara teras-menerus.

TUGAS DAN JABATAN AUDFTOR
geung melaksanakan operasional

penilatan independenai dan obycktivitas auditor intern:
Inspekiorat Jenderal Kementerian Sosial tidak boleh
tan ssbagal pejabat struktural.

KERIA DAN KOORDINASE
dan efistensi pelaksanasn fungst
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial perlu
dengan satuan kerja (selaku objek

dan Pembangunan

cordinast sebagal berllost

Dalam rangka pelaksanasn fungsi pengawasan intern. maka
hubungan antara inspekiorat Jenderal aat
dengan Satuan Kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor
bt peaguenn

Dalam penugasan  (balk  penugasan  penjaminan

"
kv-m--/wmy assurance maupun konsult
haras membertkan dan menysjan informasi yang sesuat
permintaan dan relevan dengan ruang lngeup
penugasan:
Satuan Kerja harus menindaklanjuti setap rekomendasi audit
yang diberikan oleh inspekiorat Jenderal Kementerian Sosial dan
‘melaporkan tindak lanjut beseria

catias atas sstinp rekomendast

penentuan prioritas dan sasaran pengawasan dengan Inspektur Jenderal.
Ketersedinan sumber 3. Evaluasi, scperti cvaluast atas implementast Sistem Akuuntabi 5. Waph menjegs kerahasiesn Informasd Seclialt dengen polakeanaan
audit kepada Inspekiorat Jenderal Kementerian Sosial sesual dirumuskan oleh AAIPL
dengan prosedur yang berlaki 4. tnspektorat Jenderal Kementerian Sosial dan S
Jenderal Kementerian Sosial dan BPKP a mitrn

Pagam Pengawasan
dipertukan

apabila

Kememtsrian Sostal mengadi mitra Kerja
Pembina penyelenggaraan SPIP dalam  rangls
membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah
yang meliputs: b inspektorat Jenderal Kementerian Sos
1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP:
a

tal dapat berkoordinast

E
®
3
5

Ditetapiean di : Jukasta
Pada Tanggal ! 19 Januari 2023

uditor aparat pengawasan intern engeeabai 1
Sekretaria Jenderal

Tarry Hikmat

) Pendampingan atas hasil pengawasan yang dilakukan olel

BPRP  terutama m-program  prioritas nasonal  di
gkungan Kementerian Sosial;
3) Koordinasi pemantauan dan pembohasan penyelesaian tindal £

Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menflal apakah tujuan,
Wewsnang, dAn tanggung jwab yang didsiniatlan dalas Plagass in
tetap memadal dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat

1
i
g

lealitas quality assurance. mencapat tujuannya:

Inepektur Jondoral

3. inspextorat menterian Sosial dan AAD 2. Mastl penilaian secars berkala harus dilaporkan kepada Menteri
. inspeistorat Jenderal Kementerian Sasial dalam melaksanakan Sostal.
fugns pengawasan mengaca pada kode <iik yang diramuskan = = ey s
olehs ANIPL e
b. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dalam melaksanakan
tugas pengawasan mengacu pada Standar Audit yang
s w0

Inspektorat Jenderal
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Selain Piagam Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal juga memperkuat
pelaksanaan pengawasan dengan menyusun Kebijakan Pengawasan tahun
2023 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 4/2/PS/1/2023 tentang
Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Sosial pada tanggal 2 Januari 2023.
Kegiatan Pengawasan juga sudah disusun berdasarkan risiko yang disusun
dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.

Kebijakan Pengawasan Intern adalah dokumen yang disusun untuk memberikan arah, fokus,

dan pilihan prioritas atas program dan kegiatan yang akan diawasi pada tahun berikutnya.

Sementara, PKPT disusun berdasarkan pilihan prioritas atas program dan kegiatan
Kementerian dalam Kebijakan Pengawasan Intern dengan menggunakan pendekatan

berbasis risiko.

e
“{% KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

fatars Snlemba Raya Momos 29 Tekaria Poist (02 1) 3003501 ip s hermsosgo. i@

LEMBAR PERSETU.JUAN

NOMOR: a%% /MS/PR.01.01/03/2023
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Tri Rismaharini
Jabatan : Menteri Sosial
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan
Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengawasan
Intern, dengan ini memberikan PERSETUJUAN atas:
“Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal
Kementerian Sosial Tahun 2023 (Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor: 83/2/PS.01/02/2023"

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2& April 2023

MENTERI 5 AL REPUBLIK INDONESIA,

TRI <

W Inspektorat Jenderal page
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Pada tahun ini Inspektorat Jenderal juga
melakukan penyusunan 12 (dua belas)
dokumen hukum yang terdiri dari:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 2
Tahun 2023 Tentang Pengawasan
Intern di Lingkungan Kementerian
Sosial Rl

Keputusan Menteri Sosial Republik
Indonesia  Nomor  131/HUK/2023
Tentang Pengelolaan Whistleblowing
System di Lingkungan Kementerian
Sosial

Keputusan Menteri Sosial Nomor
166/HUK/2023 Tentang Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan
Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Sosial

Keputusan Inspektur Jenderal Tentang
Pengawasan Berbasis Masyarakat
Nomor 104/2/HK.01/3/2023
Keputusan Inspektur Jenderal Nomor
117/2/HK.01/5/2023 Tentang
Pedoman Perilaku Auditor Inspektorat
Jenderal Kementerian Sosial
Keputusan Inspektur Jenderal Tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Nomor

207/2/HK.01/9/2023

Piagam Pengawasan
Intern, Kebijakan
Pengawasan dan
PKPT Tahun 2023

« Keputusan Inspektur
Jenderal Tentang Petunjuk

Teknis Evaluasi Program dan
Kegiatan Nomor 208/2/HK.01/9/2023
 Keputusan Inspektur Jenderal Tentang

Evaluasi Pengelolaan Barang Milik
Negara di Lingkungan Kementerian
Sosial Nomor 209/2/HK.01/9/2023

« Keputusan Inspektur Jenderal Tentang
Evaluasi tata Kelola Keuangan Nomor
210/2/HK.01/9/2023

« Keputusan  Inspektorat  Jenderal
Nomor 225/2/HK.01/9/2023 Tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan Berbasis
Masyarakat Dalam Rangka
Pemanfaatan Penyaluran Bantuan
Sosial

« Keputusan Inspektur Jenderal Tentang
Pedoman Evaluasi Penatausahaan
Persediaan Nomor
372/2/HK.01/11/2023

« Keputusan Inspektur Jenderal Tentang
Petunjuk  Teknis  Audit  Nomor
374/2/HK.01/11/2023

Pedoman-pedoman berikut dapat
memperkuat dan meningkatkan kualitas
pengawasan Inspektorat Jenderal.

Pedoman-pedoman
Pengawasan Tahun
2023

Inspektorat Jenderal |page 17



ISU
STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal menyusun kebijakan
pengawasan yang sesuai dengan isu-isu aktual dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
yang terdiri dari:

Tercapainya nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang
memuaskan

Inspektorat Jenderal mendukung Kementerian Sosial dalam
mencapai Reformasi Birokrasi melalui penguatan ZI - WBK
dan WBBM, pelayanan publik, dan SPIP.

APIP sebagai Quality Assurance dan Advisory M
Management

Inspektorat Jenderal mengutamakan tindakan preventif NE=2)
tanpa meninggalkan kuratif dengan mencegah fraud,
pengelolaan BMN vyang akuntabel, pengawalan Program
Prioritas Nasional.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal
dan internal

Inspektorat Jenderal mengawal tindak lanjut hasil
pemeriksaan yang dilakukan satuan kerja sampai selesai.

Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Inspektorat Jenderal meningkatkan kompetensi SDM melalui
diklat fungsional, teknis, manajemen, dan sertifikasi
pengawasan.

Pengembangan metode pengawasan berbasis teknologi
informasi dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)

Inspektorat Jenderal meningkatkan layanan pengawasan agar
lebih efektif dan efisien dengan mengembangkan digitalisasi
pengawasan.
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SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja
(performance result) Inspektorat Jenderal dengan membandingkan terhadap rencana
kinerja (performance plans) dan tahun capaian di tahun sebelumnya serta memprediksi
capaian kinerja di tahun yang akan datang. Untuk memudahkan pemahaman dalam
membaca Laporan Kinerja, berikut sistematika penyajian yang digunakan:

Pendahuluan

Pada bab ini, disajikan penjelasan umum seperti
latar belakang, tugas dan fungsi, serta sumber
daya yang dimiliki Inspektorat Jenderal.

Peerencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan uraian ringkasan/ikhtisar
perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja

BAB I " Selanjutnya, menyajikan analisis terhadap capaian
kinerja dan keuangan pada tahun 2023.

Penutup

Menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja
pada tahun 2023 dan harapan di tahun berjalan.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA



—

Rapat Perencanaan 0ada tanggal 21 Juni 2023 di Gedung Cawang Kencana
Ruang Rapat Lantai VI

T— —




RENCANA
STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah yang berpedoman pada Renstra Kementerian Sosial Tahun
2020 - 2024. Pada pertengahan tahun 2023, dokumen Renstra Kementerian Sosial Tahun
2020 - 2024 dilakukan penyempurnaan yang berdampak pada Renstra Unit Kerja Eselon 1
lainnya.

VISI MISI

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Inspektorat Jenderal yang menjadi
elemen penting untuk mendukung dan melaksanakan segala tugas dan fungsi Kementerian
Sosial sesuai dengan visi dan misi yang mendorong visi dan misi Kementerian Sosial yaitu:

Visi Kementerian Sosial

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi untuk
mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi Inspektorat Jenderal

“Pengawasan Internal Yang Profesional dan Akuntabel Dalam rangka
Mewujudkan Visi Kementerian Sosial”.

Kementerian Sosial melaksanakan 4  Dari empat misi tersebut, Inspektorat Jenderal
(empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (APIP) melaksanakan misi nomor 8 (delapan),
(delapan), dan 9 (sembilan), sebagai yaitu; pengelolaan pemerintahan yang bersih
berikut: efektif dan terpercaya, yang dilakukan melalui:
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Misi Kementerian Sosial Misi Inspektorat Jenderal

TUJUAN ORGANISASI

Untuk mendukung visi dan misi presiden sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang
akan dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam periode lima Tahun ke depan yaitu:

SASARAN PROGRAM

Pada tahun 2023, telah dilakukan reviu Renstra Kementerian Sosial yang berdampak pada
perubahan Sasaran Program pada Inspektorat Jenderal.

Semula Menjadi

Sasaran Program

Terwujudnya tata kelola Kementerian

Terwujud fektif
Sosial yang berkualitas erwujuanya pengawasan yang etektl

Meningkatnya kepuasan stakeholder Meningkatnya kepuasan stakeholder
terhadap layanan Kementerian Sosial terhadap layanan Kementerian Sosial
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Dengan adanya perubahan pada Sasaran Program tersebut, Inspektorat Jenderal
mendapatkan perhatian khusus dan dapat lebih fokus dalam melakukan kegiatan
pengawasan. Sasaran Program dimaksud diturunkan menjadi poin-poin Indikator Kinerja
Program. Beberapa indikator yang lebih fokus pada tugas dan fungsi organisasi, yang disebut
dengan Indikator Kinerja Utama. Sementara, Indikator Kinerja Program setiap tahun
diperjanjikan oleh pimpinan menjadi Perjanjian Kinerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Jenderal memiliki 2 (dua) indikator, yaitu:

Persentase
Persentase (%) Rekomendasi
Batas Materialitas Hasil Pengawasan
Temuan Eksternal
Pengawasan yang
Ditindaklanjuti

Dari kedua indikator tersebut, menggambarkan fungsi utama Inspektorat Jenderal adalah
dalam melakukan pengawasan dan tindak lanjutnya. Pada indikator pertama, yaitu
“Persentase (%) Batas Materialitas Temuan Pengawasan”, Inspektorat Jenderal
bertanggung jawab dalam memastikan jumlah temuan di bawah standar jika dibandingkan
dengan realisasi anggaran kementerian. Sementara, untuk indikator kedua, “Persentase
Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang Ditindaklanjuti” menggambarkan bagaimana
Inspektorat Jenderal memiliki peran untuk memantau tindak lanjut dari hasil pengawasan
hingga selesai. Lebih lengkap mengenai kedua indikator tersebut, dijelaskan dalam tabel
berikut:
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n Persentase (%) Batas Materialitas Temuan Pengawasan

Cara Perhitungan

Definisi
Operasional

Sumber Data

n
=*100
T

n : Jumlah temuan kerugian negara pada hasil
pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan
tahun sebelumnya

T: Jumlah realisasi keuangan Kementerian Sosial
pada tahun sebelumnya

Batas Materialitas temuan adalah batas toleransi
materialitas temuan pengawasan eksternal (BPK
RI) dan dibandingkan dengan total realisasi
anggaran mitra kerja. Materialitas adalah informasi
akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau
salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya,
dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan
pihak yang meletakkan kepercayaan atas informasi
tersebut.

-Batas toleransi materialitas temuan pengawasan
eksternal dari BPK Rl
-Realisasi anggaran Kemensos

E Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti

Cara Perhitungan

ol 100
— %
xr

T : Realisasi anggaran Kementerian Sosial
r: Temuan berdasarkan Laporan Keuangan BPK
tahun sebelumnya
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Hasil pengawasan eksternal adalah hasil
rekomendasi dari pemeriksaan BPK atas
pelaksanaan ~ program  tahun  sebelumnya
dibandingkan ~ dengan  realisasi  keuangan
Kementerian Sosial. Rekomendasi tersebut perlu
ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait.

Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistem  Pengendalian  Intern ~ Pemerintah,
Inspektorat Jenderal perlu memantau proses
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan hingga satuan
kerja selesai menyelesaikan rekomendasi tersebut.

Definisi
Operasional

« Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan
Sumber Data BPK tahun sebelumnya di Laporan Keuangan
« Realisasi Kementerian Sosial

—
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PERJAN|IAN
KINERJA

Selama tahun 2023, telah dilakukan 2 (kali) kali Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Jenderal
dikarenakan adanya pergantian pejabat (Inspektur Jenderal) dan penyesuaian Indikator
Kinerja Program. Pada periode pertama, Indikator Kinerja Program yang dimiliki tidak
mengalami perubahan. Adapun PK sebelum revisi adalah sebagai berikut:

No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

Persentase Batas Materialitas

Temuan Pengawasan e
Level Kapabilitas APIP (IACM) 3
Persentase rekomendasi hasil
pengawasan eksternal yang 85
ditindaklanjuti
_ Persentase pengaduan
Terwujudnya tata kelola masyarakat yang 05

1. Kementerian Spsial ditindaklanjuti
yang berkualitas
Nilai penjaminan kualitas atas
penilaian mandiri maturitas 4
SPIP satker Kementerian Sosial

Jumlah UKE 1 yang mendapat
nilai evaluasi SAKIP yang 3
memuaskan (A)

Nilai Kinerja Anggaran

Inspektorat Jenderal 2L

B B Inspektorat Jenderal page 27



No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

Persentase naskah hukum
yang ditetapkan sesuai 90
rencana

Jumlah satker yang memenuhi
syarat diusulkan memperoleh 15
predikat WBK/WBBM

Meningkatnya
gratny Nilai kepuasan stakeholder
kepuasan stakeholder
2 terhadap layanan Inspektorat 90
terhadap layanan
Jenderal

Kementerian Sosial

Selanjutnya, terdapat indikator yang mengalami perubahan, baik perubahan target,
dihapuskan, atau ditambahkan. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja
Inspektorat Jenderal dan mengikuti perubahan mekanisme yang terdapat pada indikator
tersebut. Adapun PK Inspektur Jenderal setelah direvisi adalah sebagai berikut

No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

Persentase Batas Materialitas

Temuan Pengawasan %
Level Kapabilitas APIP (IACM) 3
Terwujudnya

1. pengawasan yang S

ofektif Persentase rekomendasi hasil
pengawasan eksternal yang 70

ditindaklanjuti

Nilai Maturitas SPIP satker 3

Kementerian Sosial
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No. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

Jumlah UKE 1 yang mendapat
nilai evaluasi SAKIP yang 3
memuaskan (A)

Jumlah satker yang memenuhi
syarat diusulkan memperoleh 5
predikat WBK/WBBM

Meningkatn
eningkatnya Nilai kepuasan stakeholder
kepuasan stakeholder
2 terhadap layanan Inspektorat 90
terhadap layanan
Jenderal

Kementerian Sosial

Terdapat beberapa indikator yang mengalami perubahan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
Adapun penjelasan perubahan pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1.Indikator mengenai “Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti®, tidak
menjadi indikator lagi karena dasar perhitungan dan ketentuan terkait hal dimaksud
masih dalam proses penyusunan.

2.Indikator mengenai “Nilai penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP
satker Kementerian Sosial”, tidak menjadi indikator lagi karena terdapat perubahan
mekanisme kegiatan sehingga perhitungan dari indikator tersebut tidak dapat dilakukan.
Pada perjanjian Kinerja yang sudah direvisi, telah dimasukan indikator mengenai SPIP
yang lebih sesuai yaitu “Nilai Maturitas SPIP satker Kementerian Sosial”.

3.Indikator mengenai “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal”, tidak menjadi indikator
lagi karena bukan merupakan program dukungan manajemen yang bukan merupakan
pokok dari tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal . Indikator ini tercatat pada Perjanjian
Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.

4 Indikator mengenai “Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana”, tidak
menjadi indikator lagi karena bukan merupakan program dukungan manajemen yang
bukan merupakan pokok dari tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal. Indikator ini
tercatat pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal.
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RENCANA
KERJA

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah
dokumen perencanaan
Kementerian/Lembaga untuk periode 1
(satu) tahun. Renja K/L disusun dengan
berpedoman pada Renstra
Kementerian/Lembaga dan mengacu pada
prioritas pembangunan Nasional dan pagu
indikatif, serta memuat kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Renja K/L tahun 2023 disusun melalui
aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan
dan Informasi Kinerja Anggaran) Bappenas.
Di dalam web tersebut, aplikator dapat
menginput data terkait anggaran beserta
target output yang ingin dicapai. Pada
dokumen Renja K/L, terdapat visi - misi,
alokasi Prioritas Nasional, Sasaran Strategi
dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
serta Program dan Pendanaan. Sementara,
untuk Renja Unit Kerja Eselon 1, terdapat
Sasaran Strategis K/L yang didukung,
Program, Alokasi Prioritas Nasional,
Sasaran Program (Outcome) dan Indikator
Kinerja Program, Output Program dan
Indikator Output Program, serta Kegiatan
dan Pendanaan.

Penyusunan Renja tahun 2023 dilakukan 1
(satu) tahun sebelumnya sebagai dasar
penyusunan RKA-K/L tahun 2023, sehingga
data referensi yang ada pada Renja
tersebut masih belum diperbaharui dan
belum berdasarkan dokumen Reviu Renstra
Kementerian Sosial.

Jenderal akan

Kedepan, Inspektorat

melakukan revisi terhadap data referensi
yang ada dan menyesuaikan dengan
Kementerian Sosial

dokumen Renstra
Tahun 2020-2024.
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KRONOLOGIS
ANGGARAN

Selama tahun 2023, anggaran Inspektorat Jenderal pernah dilakukan buka blokir dan
pergeseran belanja pegawai dengan kronologi sebagai berikut:

Pagu Awal e —

Rp 47.026.464.000,-

Anggaran Inspektorat Jenderal TA

2023 berdasarkan DIPA Inspektorat Jenderal
Nomor : SP DIPA- 027.02.1.426638/2023
Tanggal : 30 November 2022

Buka Blokir AA " ——

Rp 47.026.464.000,-

7 Juli 2023 dilakukan Buka Blokir AA
sebesar Rp529.170.000,- sesuai Surat a.n
Menteri Keuangan, Direktur Jenderal
Anggaran Nomor S-224/MK.2/2023 tanggal
25 Juli 2023 Hal Penyampaian Tindak Lanjut
Permohonan Pembukaan Blokir Automatic
Adjustment Kementerian Sosial TA 2023.
Dengan dasar DIPA Inspektorat Jenderal
Nomor : SP DIPA- 027.02.1.426638/2023
Revisi ke 07 Tanggal: 7 Juli 2023

Adapun pergeseran belanja pegawai,
terjadi karena terdapat silpa pada
anggaran  belanja pegawai  yang
disebabkan oleh kekosongan jabatan
Pimpinan Tinggi, mutasi dan pensiun
pegawai, serta rencana kenaikan
tunjangan kinerja (tukin).

i
1
o o o Blokir AA
Rp 47.026.464.000,-
i
i
@

Pada tanggal 27 Desember 2022

dilakukan Blokir Automatic Adjustment (AA)
sebesar Rp529.170.000,-

sesuai Surat Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor S-1040/MK.2/2022 tanggal
9 Desember 2022 perihal Automatic
Adjustment Kementerian /Lembaga TA 2023.
Dengan dasar DIPA Inspektorat Jenderal
Nomor : SP DIPA- 027.02.1.426638/2023
Tanggal : 27 Desember 2022

Geser Belanja
= Pegawai

Rp 41.594.464.000,-

7 November 2023 dilakukan revisi anggaran
berupa pergeseran anggaran Belanja Pegawai
sebesar Rp5.432.000.000,- sesuai Nodin
Plt.Inspektur Jenderal Nomor
628/2/PS/10/2023 perihal Pergeseran
Anggaran Belanja Pegawai Inspektorat
Jenderal TA 2023 kepada Sekretariat Jenderal.
Dengan dasar DIPA Inspektorat Jenderal
Nomor : SP DIPA-027.02.1.426638/2023
Revisi 12 Tanggal : 07 November 2023
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CAPAIAN KINERJA

Inspektorat Jenderal memiliki 2 (dua) Sasaran Program dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang
telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023, semua indikator tersebut
tercapai hingga 100%. Berikut adalah Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian
Sosial Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program
dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

n Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengawasan yang Efektif

Persentase Rekomendasi Hasil

Persentase Batas Materialitas Temuan Level Kapabilitas APIP/Internal Audit Pengawasan Eksternal yan
Pengawasan Capability Model (IACM) g Ditindaklanjuti vand
Target  Realisasi %o Target  Realisasi Yo Target  Realisasi Yo
2 0,001 200 3 3 100 70 76.56 109
o - - Jumlah Unit Kerja Eselon | yan Jumlah Satker yang Memenuhi Syarat
Nilai Maturitas SPSIP Saltker Kementerian Mendapat Nilai EvJaluasi SAKYP ygng Diusulkan Memé\tlaroleh Predikat
osia Memuaskan (A) WBK/WBBM
Target  Realisasi Yo Target  Realisasi Yo Target  Realisasi Yo
3 3 100 3 5 167 5 5 100

E Sasaran Program 2: Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan
Kementerian Sosial

Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Inspektorat Jenderal

Target Realisasi Yo

90 93.95 104

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang
bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan program kegiatan
sesuai dengan Sasaran Program yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud
merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja sebagaimana
yang terdapat pada penetapan kinerja tahun 2023. Adapun penjelasan capaian Indikator
Kinerja selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:
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SASARAN PROGRAM 1:
TERWUJUDNYA PENGAWASAN

YANG EFEKTIF

PERSENTASE BATAS MATERIALITAS TEMUAN

PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagai Quality
Assurance dan Advisory Management
melalui audit, reviu, evaluasi,
pendampingan dan pengawasan lainnya
pada satuan kerja yang ada di lingkungan
Kementerian Sosial memastikan dan
untuk  memberikan  keyakinan  yang
memadai  bahwa  kegiatan  telah
dilaksanakan secara efektif, efisien dan
ekonomis serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
sehingga dapat meminimalisir salah saji
pada Laporan Pertanggungjawaban dan
Keuangan.

Dalam suatu pemeriksaan keuangan,
materialitas merupakan salah satu konsep
penting, mendasar dan mempengaruhi
pemberian opini atas kewajaran suatu
Laporan Keuangan. Dasar penetapan
materialitas untuk entitas nirlaba ( Instansi
Pemerintah, Kementerian /| Lembaga,
Pemerintah Daerah) didasarkan pada total
pendapatan atau total belanja yaitu 0,6 s.d
5 %. Tahun ini, Inspektorat Jenderal
menargetkan Persentase Batas
Materialitas temuan pengawasan di bawah
2%. Hal ini dikarenakan melihat capaian
pada tahun sebelumnya, yang baru
mencapai 1,42%.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase batas materialitas temuan pengawasan

Target

2

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
Batas Materialitas Kementerian Sosial
mencapai target, yaitu 0,001%. Dari data
di atas, menggambarkan bahwa realisasi
anggaran Kementerian  Sosial sudah
optimal  dibandingkan dengan jumlah
temuan kerugian negara.

Realisasi Yo

0,001 200

Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat
Jenderal
melaksanakan fungsi pengawasan internal
untuk  mendukung pencapaian
Kementerian Sosial.

Realisasi tersebut didapatkan dengan cara
perhitungan sebagai berikut:

telah optimal dalam

tujuan
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Dengan menggunakan rumus tersebut,
diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan total realisasi anggaran
Kementerian Sosial pada tahun 2022 dan
data temuan berdasarkan Semester 2
Tahun 2022, hasil perhitungan
Persentase Batas Materialitas  adalah
0,001%. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa capaian Inspektorat Jenderal
melampaui target.

Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

s | st |t | o

2020 2021 2022 2023

N/A N/A N/A N/A <2 1,42 <2 0,001

Capaian Kinerja tentang Persentase Batas Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal
Materialitas merupakan indikator yang masih memiliki target yang sama yaitu di

ditetapkan per tahun 2022. bawah 2%. Melihat capaian tahun-tahun

Pada tahun tersebut, Batas Materialitas ;ebelurtnn}/a,s .?jtast Matejr;alltai

Kementerian Sosial adalah 1,42%. Hal ini kemsnl-erlan osial dapat mencapai targe
embali.

menunjukkan bahwa Batas Materialitas
Kementerian Sosial sudah baik (di bawah

2%) dan mengalami peningkatan pada tahun
2023.

Inspektorat Jenderal hanya memiliki
Program Dukungan Manajemen sehingga
tidak terdapat pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024.
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Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Indikator ini dapat tercapai karena Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan

beberapa hal, yaitu: adalah:

« Dengan komitmen dan dukungan « Pendampingan untuk memperkuat
pimpinan dalam proses pencapain pencegahan agar pelaksanaan kegiatan
tujuan organisasi. di Kementerian Sosial dapat bebas dari

. Ditetapkannya  dokumen hukum temuan.
pengawasan  untuk  memperkuat « Memperkuat manajemen risiko untuk
pelaksanaan  kegiatan Inspektorat dapat menyusun prioritas pengawasan.
Jenderal. « Memonitor realisasi anggaran dan

« Pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

yang dilakukan mulai dari perencanaan
anggaran sampai dengan evaluasi
program sesuai dengan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT).

« Koordinasi yang cukup baik antara
Inspektorat Jenderal dengan Unit Kerja
lainnya.

. Fokus pada penyelesaian temuan
sehingga progress temuan berjalan
baik.

. il |

\ - # -' i 40 A ,“.1, = . 2 d e oy Z < S - 2 S --_"'-
| 4'*?;,5:'; sizPeng _7_5_.:-"‘"' Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Lombok Timt vinsi Nusa Tenggara Barat. Tanggal
’ tober 2023 e 577
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LEVEL KAPABILITAS APIP/

@ INTERNAL AUDIT CAPABILITY MODEL (IACM)

Internal Audit Capability Model (IACM)
yang merupakan adaptasi dari Software
Engineering Institute’s Software
Capability Maturity Model, dikembangkan
oleh The Institute of Internal Auditors
Research Foundation (IIARF) agar dapat
digunakan global
menguatkan kapasitas dan meningkatkan

secara untuk
efektivitas pengawasan intern sektor
publik. IACM merupakan kerangka yang
menggambarkan hal-hal mendasar yang
dibutuhkan untuk mewujudkan
pengawasan intern sektor publik yang
efektif.  Kapabilitas ~ APIP

merupakan kemampuan APIP
melaksanakan aktivitas pengawasan

sendiri
untuk

Level terendah merupakan fondasi bagi

level berikutnya. Tiap level
mendeskripsikan karakteristik dan
kapabilitas aktivitas audit internnya.

Badan  Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) merupakan instansi
yang ditugaskan untuk melakukan penilaian
sesuai dengan Peraturan BPKP No. 8 Tahun
2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah pada
Kementerian/  Lembaga/  Pemerintah
Daerah.

Saat ini Inspektorat Jenderal Kementerian
Sosial telah mencapai IACM level 3 yang

Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi LEVELS

untuk pengembangan yang berkelanjutan

Audit intern mengintegrasikan informasilintas |
unit organisasi untuk mengembangkan tata LEVEL 4
kelola dan manajemen risiko | Managed

Optimizing

Praktik profesional dan manajemen audit LEVEL3
intern diterapkan secara seragam | Integrated
Prosedur dan praktik audit intern LEVEL 2
berulang dan berkelanjutan | Infrastructure
Tidak berkelanjutan, | LEVEL 1
tergantung pada usaha | |pitial
individu
yang  ditunjang  dengan  dukungan berarti secara umum menunjukan bahwa
pengawasan yang baik sehingga dapat praktik profesional dan audit internal telah
mendorong  hasil  pengawasan  yang secara seragam dan selaras dengan
berkualitas  agar dapat mewujudkan standar, dengan harapan outcome APIP

perannya secara efektif. Rerangka model
tersebut dibangunmelalui lima level yang
progresif sebagaimana tergambar di atas.

Level IACM dimulai dari level terendah
level 1, 2 dan seterusnya hingga level b.

mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan
ekonomis suatu program/kegiatan dan
mampu memberikan konsultansi pada tata
kelola, manajemen risiko dan pengendalian
intern.
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Organisasi yang memiliki aktivitas audit
intern di level 3 berarti unit pengawasan
internnya telah meningkat “Peran dan
Layanan Audit Intern”-nya tidak sekedar
menguasai ‘Audit Ketaatan’ tetapi juga
mampu memberikan ‘Audit Kinerja’ dan
‘Layanan Konsultansi’.

Adapun hasil penilaian untuk Inspektorat
Jenderal pada masing-masing elemen
adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keenam komponen tersebut,
elemen yang mendapatkan skor tertinggi
adalah terkait dengan Peran dan Layanan,
yaitu sebesar 1,200. Sementara, untuk
elemen yang mendapatkan nilai terendah
adalah  elemen  Akuntabilitas  dan
Manajemen Kinerja dan elemen Budaya dan
Hubungan Organisasi dengan skor sama
yaitu sebesar 0,180.

No. Elemen Penilaian Mandiri Evaluasi
Level Skor Level Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)
1. |Pengelolaan Sumber Daya Manusia 3 0,540 3 0,630
2. |Praktik Profesional 3 0,540 3 0,540
3. |Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 3 0,180 3 0,180
4. |Budaya dan Hubungan Organisasi 3 0,180 3 0,180
5. |Struktur Tata kelola 3 0,400 3 0,400
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)
6. |Peran dan Layanan 3 1,200 3 1,200
Simpulan Entitas 3 3,040 3 3.130

Dari hasil evaluasi atas penilaian mandiri
kapabilitas APIP pada Inspektorat Jenderal
Kementerian Sosial, disimpulkan bahwa
kapabilitas Inspektorat Jenderal
Kementerian Sosial berada pada level 3
dengan skor sebesar 3,040 (berdasarkan
penilaian mandiri) dan skor sebesar 3,130
(berdasarkan evaluasi).

Pada elemen Pengelolaan Sumber Daya
Manusia, hasil evaluasinya lebih tinggi
dibandingkan dengan Penilaian Mandiri. Hal
ini menunjukkan  kemampuan terkait
Pengelolaan Sumber Daya Manusia sudah
optimal dibandingkan dengan ekspektasi
internal.
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Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Level Kapabilitas APIP/ Internal
Audit Capability Model (IACM)

Target Realisasi Yo

3 3 100

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
telah menunjukkan praktik-praktik yang
baik atas elemen-elemen kapabilitas APIP
pada level 3 sehingga realisasi pada
tersebut dapat tercapai. Cara vyang
dilakukan agar target tercapai adalah
dengan melakukan kegiatan Pelaksanaan
Penilaian  Kapabilitas APIP pada tahun
2028.

Realisasi tersebut dapat dilihat lebih lanjut

pada dokumen berikut:

Nota Dinas dari
BPKP Nomor PE.09.03/SP-
196/D2/03/2023 tentang Pengantar
Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian
Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
Tahun 2023 tanggal 24 November 2023

Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Realisasi Realisasi

2020 2021
N/A N/A 4 N/A

Pada tahun 2020, Inspektorat Jenderal
belum menjadikan Level Kapabilitas APIP
sebagai indikator. Selanjutnya, pada tahun
2021 dan 2022, hal ini telah menjadi
indikator namun tidak dilakukan penilaian
sehingga capaiannya tidak dapat diukur.
Penilaian baru dilakukan kembali pada
tahun 2023.

3 N/A 3 3

Target pada tahun 2024, Level Kapabilitas
APIP (IACM) Inspektorat Jenderal masih di
level 3. Hal ini mungkin tercapai, terlebih jika
Inspektorat Jenderal menindaklanjuti hasil
evaluasi yang dilakukan oleh BPKP.

Inspektorat  Jenderal hanya  memiliki
Program Dukungan Manajemen sehingga
tidak terdapat pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
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Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Sehubungan dengan hasil evaluasi di atas, Adapun vyang telah dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial Inspektorat Jenderal adalah:
dapat melakukan: « Melakukan penilaian mandiri terhadap
. Melaksanakan rencana aksi atas areas kapabilitas  APIP  di  lingkungan
of improvement vyang teridentifikasi Inspektorat Jenderal.
dalam laporan ini secara baik; « Berkoordinasi dengan BPKP terkait
« Melaksanakan penilaian mandiri secara dengan IACM dan unsur-unsur yang
berkala untuk menjaga dan memelihara perlu diperbaiki

kapabilitas APIP Level 3; dan

« Melaksanakan penyempurnaan dan
melakukan perbaikan melalui
peningkatan mandiri untuk mencapai
level kapabilitas APIP yang lebih tinggi.

T | e M ks &

Kegiatan Pelaksanaaﬁ Pénilaian Kapabilitas Aparaf Pengawasan Intern
Pemerintah Kementerian Sosial Rl Tahun 2023
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@ PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN EKSTERNAL

YANG DITINDAKLANJUTI

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
merupakan aktivitas auditi dalam rangka
memenuhi rekomendasi auditor yang
tertuang dalam  hasil pemeriksaan.
Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur
dalam peraturan perundangan, yaitu dalam
pasal 23E UUD 1945, pasal 20 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 34
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada
bab I, dan Surat Edaran Nomor:
SE/02/M.PAN/01/2005. Untuk jangka
waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan
selambat-

lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender
sejak diterimanya LHP. Dengan
memperhatikan berbagai ketentuan
peraturan perundangan, maka jelas bahwa
pelaksanaan TLHP merupakan hal yang
penting untuk dilaksanakan. Indikator kinerja
yang diukur dalam pelaporan kinerja
Inspektorat Jenderal tahun 2023 adalah
tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Auditor
Eksternal (BPK RI) . Sampai dengan Semester
1 Tahun 2023, status tindak lanjut yang
sudah sesuai dengan rekomendasi adalah
sebagai berikut:

Perkembangan Status s.d. Semester
1 l Tahun 2022 842 2184 1383 674 106 21
Perkembangan Status s.d. Semester
2 | Tahun 2023 842 2184 1672 488 3 21
3 | Tingkat Penyelesaian 76,56% | 22,34% | 0,14% | 0,96%
SR : Sesuai Rekomendasi BS: Belum Sesuai Rekomendasi
BD : Belum Ditindaklanjuti TDD: Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase rekomendasi hasil pengawasan
eksternal yang ditindaklanjuti

Target Realisasi Yo

70 76,56 109

Sampai dengan Semester 1 Tahun 2023,
progress persentase rekomendasi hasil
pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti
sudah melampaui target, yaitu sebesar
76,56%. Hasil persentase tersebut
didapatkan dari perhitungan:
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n
—
7 100 r00=7656%

n=1672
T=2184

n:jumlah status
tindak lanjut sesaui
rekomendasi
T:jumlah
rekomendasi

Adapun data tersebut berasal dari
dokumen:

Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak

Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

BPK sampai dengan Semester 1 Tahun
2023

Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Realisasi Realisasi

2020 2021

95 97,75% 85 83,28%

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator
tersebut telah diperjanjikan sejak tahun
2020. Namun, pada tahun 2021, capaian
lebih rendah daripada capaian tahun 2020
dengan realisasi sebesar 97,75 %.
Walaupun demikian, jika dilihat secara
nominal terdapat kenaikan penyetoran
yaitu sebesar Rp 1.247.634.082.622.

Untuk Semester 2 Tahun 2023, telah
diprediksi terdapat kenaikan kurang lebih
sebesar 7% hingga menjadi 83%. Namun,
sampai saat ini (1 Februari 2024), penulis

Realisasi Realisasi

2022 2023

N/A N/A 70% 76%

belum menerima Hasil Pemantauan atas
Tindak  Lanjut  Rekomendasi  Hasil
Pemeriksaan BPK  sampai  dengan
Semester 2 Tahun 2023.

Pada Tahun 2024, Inspektorat Jenderal
masih memiliki indikator tersebut dengan
target yang sama. Pertimbangannya
adalah karena temuan yang tersisa adalah
temuan yang cukup berat untuk dapat
ditindaklanjuti. ~ Meskipun  demikian,
Inspektorat Jenderal dirasa mampu
mencapai target kembali pada tahun
mendatang.
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Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Selanjutnya, Inspektorat Jenderal perlu
melakukan:
« Memperkuat kegiatan Tindak Lanjut

Indikator tersebut dapat terlampaui karena
beberapa hal, sebagai berikut:
« Menjadi fokus dan prioritas pimpinan

untuk menyelesaikan dan memantau
progress penyelesaian TLHP.

Menjalin kerja sama dengan unit
organisasi di lingkungan Kementerian
Sosial sehingga temuan pada unitnya
dapat segera diselesaikan.

Melakukan monitoring secara berkala
agar dapat mencapai target.

Kegiatan Penyuéunan Bahan Per;'an auan TL_W

Hasil Pemeriksaan dengan telah
disusunnya dasar hukum tentang
penyelesaian tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan pengawasan.

Meningkatkan kapasitas dan

kemampuan auditor untuk membantu
mempercepat pengolahan data dengan
mengadakan diklat terkait data.
Melakukan kegiatan
rekonsiliasi/pemutakhiran data TLHP
secara berkala dengan unit organisasi
di lingkungan Kementerian Sosial.

=

K £

in i O
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@ NILAI MATURITAS SPIP SATKER KEMENTERIAN SOSIAL

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) adalah penilaian atas tingkat
kematangan SPIP dalam mencapai tujuan
pengendalian yang meliputi efektivitas dan
efisiensi pencapaian tujuan organisasi,
keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan
berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penilaian ~ Maturitas  Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
perihal Penilaian Mandiri (PM) oleh

manajemen sampai dengan Penjaminan

Kualitas (PK) oleh APIP.

Pada Tahun 2023 telah dilakukan evaluasi
oleh tim dari BPKP pada SPIP Terintegrasi
yang menunjukkan
bahwa secara umum proses penilaian mandiri
maturitas  penyelenggaraan SPIP  pada
Kementerian Sosial tahun 2023 telah sesuai
dengan langkah-langkah proses penilaian

Kementerian Sosial

mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP,
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Peraturan BPKP Nomor &5 Tahun 2021
tentang Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada

K/L/D.

Penilaian

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Nilai maturitas SPIP Satker Kementerian

Sosial
Target Realisasi Fo
3 3 100
Tabel di atas menggambarkan bahwa

indikator tersebut telah tercapai sesuai
target. Adapun hasil dari Laporan Evaluasi
Hasil Penilaian Mandiri SPIP Kementerian
Sosial yang berasal dari BPKP, sebagai
berikut:

« Secara umum proses penilaian mandiri
maturitas penyelenggaraan SPIP pada
Kementerian Sosial tahun 2023 telah
sesuai dengan langkah-langkah proses
penilaian mandiri maturitas

penyelenggaraan SPIP, sebagai berikut.

Rata-Rata
Terimbang

Kesesuaian

dengan Standar EeRe

Tahap Kesimpulan

Persiapan

Pelaksanaan 97,22% 60,00% 58,33%

Sesuai

Pelaporan

45
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« Hasil Evaluasi atas penilaian mandiri
maturitas penyelenggaraan SPIP pada
Kementerian Sosial Tahun 2023, dapat

Nota Dinas dari BPKP Nomor PE.12.03/SP-
228/D2/03/2023 hal Pengantar Laporan Hasil
Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas

diuraikan sebagai berikut.

Fokus Penilaian Hasil Penelitian Hasil Naik
Mandiri Evaluasi (Turun)
Maturitas
1 Penyelenggaraan SPIP 4216 8110 (1,106)
Manajemen Risiko
2 Indeks (MRI) 4,319 3,150 (1,169)
Indeks Efektivitas
3 | Pengendalian Korupsi 4,332 3,228 (1,104)

(IEPK)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kementerian
Sosial Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023

Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Realisasi Realisasi

2020 2021

4 3 4 N/A

Sejak tahun 2020, Indikator mengenai Nilai
maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial
sudah diperjanjikan. Namun, sejak tahun
tersebut, capaian Inspektorat Jenderal baru
mencapai nilai 3. Sementara, pada tahun
beberapa tahun berikutnya, tidak dilakukan
penilaian.

2023, target
sesuaikan menjadi 3
sehingga dapat tercapai. Selain itu, capaian

Akibatnya, pada tahun

tersebut  kami

N/A N/A 3 3
tersebut  menggambarkan  bagaimana
Inspektorat Jenderal dapat menjaga

konsistensi nilai agar tetap pada kategori
Sesuai.

Tentu, pada tahun 2024, hal ini perlu
ditingkatkan kembali. Melihat target
terakhir masih pada level 3, maka target di
tahun 2024 juga masih di level 3. Hal ini
diharapkan dapat tetap tercapai atau
bahkan dapat melampaui target.
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Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Dapat dilihat bahwa indikator Nilai
Maturitas SPIP Kementerian Sosial telah
memenuhi karakteristik maturitas
penyelenggaraan SPIP  pada level 3
(terdefinisi). Berikut beberapa hal yang
telah dilakukan untuk mencapai nilai SPIP
agar tetap sesuai target adalah:

« Sosialisasi Penilaian Mandiri Maturitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) terintegrasi pada setiap Satker.

« Melaksanakan kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Penyelenggaraan SPIP
Kementerian Sosial RI; dan

« Penjaminan Kualitas (PK) atas Penilaian
Mandiri (PM) Maturitas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian
Sosial Rl tahun 2022/2023.

Adapun yang perlu diperbaiki kedepan
untuk mempertahankan atau mencapai
level 4 adalah:

« Mendorong pelaksanaan rencana aksi
atas area of improvement hasil
evaluasi dengan optimal.

« Mendorong pelaksanaan penilaian
mandiri secara periodik tahunan untuk
menjaga dan memelihara Maturitas
SPIP Terintegrasi Level 3;

« Mendorong pelaksanaan
penyempurnaan secara terus menerus
sebagai upaya perbaikan melalui
peningkatan mandiri untuk mencapai
level Maturitas SPIP Terintegrasi yang
lebih tinggi.

Pernilaian mandiri SPIP antara Kemensos dengan BPKP
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JUMLAH UNIT KERJA ESELON | YANG MENDAPAT NILAI EVALUASI

SAKIP YANG MEMUASKAN (A)

Dalam rangka mengawal akuntabilitas
kinerja satuan kerja di lingkungan
Kementerian Sosial dan  memberikan
keyakinan yang memadai atas keandalan
informasi yang tersaji dalam laporan kinerja,
Inspektorat Jenderal melakukan reviu atas
laporan kinerja dan evaluasi terhadap
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Kewenangan
ini berdasarkan amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah

analisis  yang  sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan
pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang
ditemukan untuk tujuan peningkatan
akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja
pemerintah. Evaluasi dilakukan melalui
monitoring terhadap sistem yang ada,
dengan melihat kelengkapan dokumen-
dokumen seperti Rencana Strategis
(Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), hingga
Laporan Kinerja (Lakin).

aktivitas

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah Unit Kerja Eselon | yang mendapat
nilai evaluasi SAKIP yang memuaskan (A)

Target Realisasi Yo

3 5 120

Adapun hasil nilai tersebut disampaikan
kepada Unit Kerja Eselon 1 lainnya
melalui:

Nota Dinas dari Plt. Inspektur Jenderal
Nomor 481/2/PS/8/2023 hal Hasil
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun

Anggaran 2022 pada Satker di
Lingkungan Kementerian Sosial Rl

Kelima Unit Kerja Eselon | yang mendapat

predikat A adalah:

. Sekretariat Jenderal Kementerian
Sosial

. Inspektorat Jenderal Kementerian
Sosial

« Direktorat Jenderal Perlindungan dan
Jaminan Sosial

« Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

« Direktorat Jenderal = Pemberdayaan
Sosial
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Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Realisasi Realisasi |

2020 2021

N/A N/A 4 -

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa
indikator mengenai Jumlah Unit Kerja
Eselon | yang mendapat nilai evaluasi SAKIP
yang memuaskan (A) baru diperjanjikan
pada tahun 2021. Capaian selama 2021
dan 2022 belum mencapai target dengan
hasil 2 Unit Kerja Eselon 1, yaitu Sekretariat
Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Pada
tahun 2023, Inspektorat Jenderal dapat
melampaui target yaitu sampai dengan 5
(lima) Unit Kerja.

Realisasi
2022 2023

Pada tahun 2024, indikator ini akan tetap
ada dengan target vyang naik, vyaitu
bertambah menjadi 4 Unit Kerja Eselon 1.
Melihat capaian pada tahun ini, Inspektorat
Jenderal dapat memperkuat pendampingan
yang diberikan agar semua Unit Kerja Eselon
1 mendapatkan predikat A dengan nilai yang
lebih baik.

EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS] PEMERINTAH
(AKIF)
KEMENTERLAN SOSIAL RI
oger, 4+ il 1021

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
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Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Untuk dapat melampaui target, Inspektorat
Jenderal telah  melakukan  berbagai
tindakan agar mendukung pencapaian
predikat “A” pada SAKIP di setiap Unit Kerja
Eselon 1, seperti:

« Melakukan pendampingan, reviu LAKIN,
dan evaluasi SAKIP internal
Kementerian Sosial hingga kegiatan
Tindak Lanjut hasil evaluasi untuk
memastikan dokumen SAKIP pada
setiap Unit Kerja dapat selaras dan
sesuai dengan ketentuan.

« Berkoordinasi dengan pihak evaluator
dari  Kementerian =~ Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (MenPANRB) agar dapat
menerima masukan selama proses
penyusunan dan perbaikan dokumen
SAKIP.

« Melakukan koordinasi dengan mitra
kerja agar memastikan kelengkapan
dokumen SAKIP.

Adapun perbaikan selanjutnya adalah:

« Memperbaharui pedoman Evaluasi

SAKIP sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan yang berlaku.

Melakukan penguatan terhadap auditor
agar memiliki kemampuan dan
pemahaman yang sama  saat
melakukan pendampingan, reviu, dan
evaluasi SAKIP.

Meningkatkan koordinasi dengan pihak
Kementerian PANRB.
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@ JUMLAH SATUAN KERJA YANG MEMENUHI SYARAT DIUSULKAN
MEMPEROLEH PREDIKAT WBK/WBBM

Kegiatan ini  dilakukan  berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona
Integritas  menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah
(WBBM).
Dalam melaksanakan percepatan

pencapaian sasaran reformasi birokrasi
yang terdapat pada road map reformasi
birokrasi 2020-2024, terutama terkait
birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan
pelayanan publik yang prima, perlu dibangun
Zona Integritas (ZI) yang merupakan
miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi
pada unit kerja/satuan kerja yang
diutamakan pada unit kerja/satuan kerja

yang langsung memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal
tersebut, penilaian internal dilaksanakan
oleh  Aparat  Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP).

Tim Penilai Internal merupakan tim yang
dibentuk oleh pimpinan instansi untuk
melakukan evaluasi dan memberikan
rekomendasi (assess dan assist) terhadap
unit kerja yang sedang membangun ZI.

Untuk itu, Inspektorat Jenderal mempunyai
tugas melakukan evaluasi terhadap
pembangunan ZI, memberikan rekomendasi
perbaikan  atas  pembangunan  ZI,
menyampaikan hasil evaluasi kepada
pimpinan yang akan diajukan untuk
mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM
kepada tim penilai nasional (TPN, yakni
Kementerian PANRB), serta melakukan
pemantauan secara berkala terhadap unit
yang telah  mendapatkan  predikat
WBK/WBBM.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Jumlah satker yang memenuhi syarat
diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM

Target Realisasi Yo

5 5 100

Pada tahun 2023, Kementerian Sosial
mengusulkan 5 (lima) satker untuk
mendapatkan predikat WBK/WBBM. Unit
organisasi tersebut berdasarkan
Keputusan  Menteri  Sosial ~ Nomor
90/HUK/2023 dan Surat Menteri Sosial
Nomor 373/ SMS/0T.02/5/2023 adalah:
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« Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta
untuk predikat WBK;

. Sentra Terpadu “Kartini” di
Temanggung untuk predikat WBBM;

. Sentra “Budi Perkasa” di Palembang

untuk predikat WBK;

. Sentra “Phalamartha” di Sukabumi
untuk predikat WBK;

. Sentra “Satria” di Baturaden untuk
predikat WBK.

Adapun data dukung dimaksud dapat
diakses melalui link berikut:

Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

2020

2021

10 15 15 17

Dari tabel di atas, dapat dilihat terdapat
perubahan target yang cukup signifikan,
khususnya pada tahun 2022 dengan 2023.
Hal ini disebabkan adanya perubahan dalam
mekanisme pengajuan usulan nama unit
organisasi yang mendapatkan predikat
WBK/WBBM. Sebelumnya, usulan dapat
disampaikan oleh Inspektur Jenderal saja.

2022

2023

15 N/A 5 5

Pada tahun 2023, usulan disampaikan
melalui Keputusan Menteri. Tahun 2022,
Kementerian Sosial tidak dapat
mengusulkan karena belum memenuhi
syarat.
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Pada tahun 2023, Kementerian Sosial
sudah dapat mengusulkan kembali unit

organisasi untuk mendapat predikat
WBK/WBBM. Inspektorat Jenderal
melakukan  berbagai  kegiatan  agar

mendukung pengusulan unit organisasi
tersebut, seperti:

« Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
melalui Zoom Meeting

« Uji Petik Lapangan Periode |

« Penyampaian Hasil Uji Petik Lapangan

« Pemaparan Pembangunan ZI dari
masing-masing Satuan Kerja Periode 1

« Pembangunan Multi Media
Pembangunan ZI (Pengelolaan Website,
Media Sosial, Video Tour Office, Yel-yel,
Persiapan Survei Eksternal

« Uji Petik Lapangan Periode 2

« Penyampaian Hasil Uji Petik Lapangan

« Penyampaian Lembar Kerja Evaluasi
(LKE) ZI kepada Tim TP

« Pemaparan Pembangunan ZI dari
masing-masing Satuan Kerja Periode 2

« Penyampaian hasil survei mandiri

« Waktu Perbaikan LKE ZI|

« Penyampaian LKE Z| Final

« Rekapitulasi LKE ZI Satuan Kerja yang
diusulkan

« Monitoring dan Evaluasi Akhir LKE ZI
dan Lampiran Pendukung Satuan Kerja
yang diusulkan

« Penyusunan Draft surat
pembangunan Z|

o Submit  usulan
Pembangunan

usulan

satuan  kerja

Pada tahun 2024, indikator tersebut
masih digunakan. Adapun targetnya
adalah 5 (lima) unit organisasi. Hal ini
dirasa masih mungkin dipertahankan dan
akan diusahakan melebihi target melihat
satuan kerja sebelumnya dirasa mampu
mempertahankan predikat yang diberi
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Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Target di atas dapat tercapai karena: Adapun  perbaikan untuk  kegiatan
- Kerja sama dengan unit organisasi yang selanjutnya adalah:
telah mempersiapkan unit « Persiapan yang lebih matang dan sejak
organisasinya agar sesuai dengan dini agar lebih optimal
syarat WBK/WBBM « Meningkatkan koordinasi antar sesama
« Telah dilakukannya penguatan dan unit  organisasi agar informasi
pendampingan terhadap satuan kerja mengenai WBK/WBBM tepat dan dapat
diterapkan.

Pelaksanaan Sosialisasi WBK/WBBM di Sentra BudhiF er asa di Palembang

Inspektorat Jenderal | page 54




SASARAN PROGRAM 2:
MENINGKATNYA KEPUASAN
STAKEHOLDER TERHADAP LAYANAN
KEMENTERIAN SOSIAL

NILAI KEPUASAN STAKEHOLDER TERHADAP
LAYANAN INSPEKTORAT JENDERAL

Pelaksanaan pelayanan publik pada
dasarnya lebih memperhatikan tuntutan
masyarakat, maka aparatur negara
berkewajiban memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masyarakat. Salah satu
upaya vyang harus dilakukan dalam
perbaikan  pelayanan  publik  adalah
melakukan survei kepuasan masyarakat
kepada pengguna layanan  dengan
mengukur kepuasan pengguna layanan.
Sasaran Program ini merupakan turunan
dari Sasaran Strategis Kementerian Sosial,
yaitu  Survei Kepuasan Masyarakat
Kementerian Sosial. Akibatnya, hasil dari
survei ini  akan mendukung tingkat
kepuasan dari pelayanan Kementerian
Sosial.

Survei kepuasan layanan pada Inspektorat
Jenderal disebar kepada para pegawai yang
pernah menerima layanan Inspektorat
Jenderal melalui pemberitahuan survei
yang dikirimkan kepada kepala satuan
kerjanya. Adapun total responden survei ini
mencapai 633  responden  dengan
rincian:Terdapat 9 (sembilan) unsur dalam
kuesioner yaitu:

total

= Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
= Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
= Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Sekretariat Jenderal

Terdapat 9 (sembilan) unsur dalam
kuesioner yaitu:
jO—J\ .
%/ 1. Persyaratan &= [ ) 6. Perilaku
4 \L o/ Pelaksana

f 2. Sistem,
Eg Mekanisme
dan Prosedur

ﬁ"*@
9@ i 7-Saranadan
‘0\ & Prasarana
Nl
7\ 3. Waktu ’ 8. Biaya/
y ‘ Penyelesaian ‘ Pungutan
L5
Ll i 9. Penanganan
<~ 4. Produk e Pengaduan,
1] Spesifikasi @ =" B sarandan

Jenis Pelayanan Masukan

' — 5. Kompetensi
)_ ) Pelaksana
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Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase batas materialitas
temuan pengawasan

90 93,95 104

Berdasarkan  tabel tersebut, nilai
kepuasan  stakeholder  Inspektorat
Jenderal telah melebihi target.

Realisasi tersebut didapatkan dengan nilai
masing-masing unsur sebagai berikut:

Selanjutnya, Nilai Kepuasan Stakeholder
didapat dengan menghitung rata-rata nilai
konversi 9 unsur tersebut, dengan cara
sebagai berikut:

Hasil rata-rata dari setiap unsur adalah
sebesar 93,95, dimana termasuk dalam
kategori Sangat Baik

Grafik Nilai SKS per Unsur

4,00

r

3,90

Dari masing-masing nilai per unsur, akan
dilakukan konversi, dengan cara:

3,80 3,70 3,72 == 3,72
3,70 3,63

o . -

3,50

o & )
"\\.:a\.} é?'(\ é,\}’@ 'DQQ {(a ‘b
*g?,e. *_o-:“q .\#oq & e
Q‘?}\
Hasil konversi perunsur adalah:

NILAI RATA. [Konversi Rata-rata

No. UNSUR PELAYANAN RATA perlayanan
U1 |Persyaratan 3,705 92,61
U2 |Prosedur 3,632 90,80
U3  |Waktu pelayanan 3,825 95,62
U4  |Biaya/Tarif 3,834 95,85
US  |Kesesuaian layanan 3,724 93,09
UG |Kompetensi petugas 3,828 95,70
U7 _|Perilaku petugas 3,891 97,27
U8 |Penanganan Pengaduan 3,670 91,75
U9 |Sarana dan prasarana 3,716 92,89
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Dalam  melaksanakan tugas  Survei
Kepuasan Stakeholder (SKS) selama satu
tahun yang dimulai pada bulan Januari
hingga Desember 2023, dapat disimpulkan
sebagai berikut:

« Unsur pelayanan yang termasuk tiga
unsur terendah dan menjadi prioritas
perbaikan yaitu prosedur, penanganan
pengaduan, persyaratan.

« Tiga unsur layanan dengan nilai
tertinggi yaitu biaya/tarif, kompetensi
petugas, dan perilaku petugas.

Adapun informasi lebih lanjut dapat dilihat
pada:

Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024

Realisasi Realisasi

2020 2021
N/A N/A N/A N/A

Pada tahun 2020 hingga 2021, Inspektorat
Jenderal belum menjadikan SKS sebagai
indikator kinerja. Selanjutnya, pada tahun
2022, hal ini telah menjadi indikator dan
berhasil terlampaui. Begitu juga dengan
tahun 2023.

Realisasi

2022
90 93 90 93,95

Pada tahun 2024, Inspektorat Jenderal
masih memiliki target yang sama, yaitu 90.
Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan
perbaikan  kuesioner  yang  mungkin
berdampak pada perubahan nilai. Meskipun
demikian, target 90 dirasa masih dapat
terlampaui. Terlebih karena akan
dilakukannya perbaikan mekanisme lebih
lanjut.
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Penyebab Keberhasilan dan Perbaikan Selanjutnya

Pelaksanaan Survei Kepuasan Stakeholder ~ Adapun perbaikan yang harus dilakukan
tahun ini dapat tercapai karena hal-hal adalah:

berikut: « Melakukan evaluasi terhadap kuesioner
. Survei disebarkan setelah pelaksanaan agar lebih tepat sasaran;
kegiatan, khususnya yang melibatkan « Menyusun mekanisme pengisian survei
banyak peserta dari seluruh unit agar dapat dilakukan tepat bersamaan
organisasi; dengan kegiatan pengawasan;
« Survei telah disiapkan pada Semester 1, « Menjadikan bahan evaluasi sebagai
sehingga pada akhir tahun hanya masukan perbaikan kegiatan ke depan.

melengkapi responden dan kegiatan
yang masih berjalan.

« Didukung dengan kegiatan rapat Zoom di
awal pengisian survei dan uji petik ke
lapangan sehingga dapat membantu
responden dalam melakukan pengisian.

Iéﬁblder di Malfs:sar
| 4

=
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REALISASI
ANGGARAN

@ Anggaran Inspektorat Jenderal

77 N
@

L)

Pada tahun 2023, anggaran awal Inspektorat Jenderal bertambah dari tahun sebelumnya.
Dengan didukung dengan komitmen pimpinan dan fokus pengawasan serta dukungan
manajemen lainnya, realisasi Inspektorat Jenderal juga semakin meningkat.
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REALISASI
ANGGARAN

Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per
\ Jenis Belanja

Jenis Belanja Jumlah Anggaran Realisasi
23 Rp14.050.260000-  Rp13.880.665.745 -
Belanja Pegawai To

Q@ Rp27.544.204.000,- Rp27.176.841.037 - 9%6

o O
Belanja Barang

i
=n p

e

ey

Rp41.594.464.000,- Rp41.057.606.782- (987

Q

Total Anggaran

Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal per
\ Unit Kerja Eselon i

Sekretariat 27.745.175.000 27.331.730.670 98,51 413.444.330

2 Itbid Dayasos 3.838.720.000 3.792.225.429 98,79 46.494.571
3 Itbid Rehsos 3.308.865.000 3.303.698.606 99,84 5.166.394
4 Itbid Linjamsos 3.399.434.000 3.397.657.072 99,95 1.776.928
5 ltbid Penunjang 3.302.270.000 3.232.195.005 97,88 70.074.995
Total 41.594.464.000  41.057.506.782 98,71 536.957.218
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REALISASI
ANGGARAN

Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal
\ per Jenis Kegiatan

Jenis Belanja Jumlah Anggaran

e Rp17.074.208.000,- Rp16.925.377.163 - 99"713

Pengelolaan Risiko,
Pengendalian dan

Pengawasan Internal
-

o Rp49.2770.000,- Rp45.110.748,- 91,56

Pengelolaan Komunikasi
dan Informasi Publik
Inspektorat Jenderal

Realisasi

Hant
Pengelolaan Perencanaan, Rp23.072.812.000,- Rp22.700.447.936.- 9%}039
Keuangan, BMN, dan
Umum Inspektorat
Jenderal
| Rp717.154.000- Rp712.858.945 -
engelolaan %o
Organisasi dan SDM
Inspektorat Jenderal
A=
0= Rp681.020.000 - Rp673.712.000 -

Legislasi dan Litigasi
Inspektorat Jenderal

Total Anggaran Rp41.594.464.000,-
Total Realisasi Rp41.057.506.782,- (98,71%)

s S
P
O R

s T
o e
(s
s
Satatutatgny
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ANALISIS
EFISIENSI

Dalam melihat efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unit organisasi, dapat
dilihat dari dua metode. Pertama, melihat dari perbandingan antara capaian kinerja dengan
realisasi anggaran dan nilai efisiensi pada aplikasi SMART. Hasil analisis kedua metode
tersebut adalah sebagai berikut:

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN REALISASI
ANGGARAN

Berikut adalah hasil perbandingan antara kinerja dengan realisasi anggaran:
Sasaran Program Capaian Realisasi Anggaran

Terwujudnya pengawasan

yang efektif 100%
Meningkatnya kepuasan 98,71%
stakeholder terhadap 100%
layanan

Kementerian Sosial

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja lebih besar jika dibandingkan
dengan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja
Inspektorat Jenderal sudah dapat dikatakan efisien karena anggaran sudah dikelola dengan
optimal sehingga capaian kinerja Inspektorat Jenderal dapat melampaui target.

Adapun cara Inspektorat Jenderal dalam mengelola anggaran agar mendukung capaian
Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

« Mengutamakan pelaksanaan kegiatan pengawasan prioritas, seperti Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) dengan berupaya tetap melakukan pengawasan reguler sesuai
Program Kerja Pengawasan Tahunan.

« Merealokasi anggaran kepada kegiatan pengawasan lainnya ketika terdapat kegiatan
pengawasan yang tidak dapat dilakukan.

« Menjalankan komitmen untuk melakukan kegiatan yang mendukung capaian kinerija,
seperti penilaian IACM dan SPIP.

« Mengoptimalisasikan anggaran pada setiap kegiatan agar pelaksanaan dapat berjalan
lebih maksimal.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, Inspektorat Jenderal dapat mendorong realisasi
anggaran untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
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NILAI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TERPADU (SMART)

Metode selanjutnya adalah dengan melihat nilai efisiensi dalam aplikasi SMART. Aplikasi
SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian

Keuangan Rl sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan
rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja
anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-
Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua
kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun
anggaran sebelumnya. Salah satu indikator penilaiannya adalah efisiensi.

Efisiensi Variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran
atas Aspek Implementasi tingkat unit Eselon | dan efisiensi Rincian Ouput (RO) untuk
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan
dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran
dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang
dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah
tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran
merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program
atau capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 18,2 persen.
Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

(e e nn e

_ I (C(PAKi x CKi) — RAKi)

: Y (PAKI X CKD) 00%
Keterangan:
E . Efisiensi
PAKI . Papu anggaran keluaran i
RAKI : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i
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Nilai Inspektorat Jenderal pada aplikasi SMART adalah:

125

75

25

@ Capaian Sasaran Program

@ Penyerapan

@ Konsistensi

Nilai Kinerja
91.01
Sangat Baik

1.36

@ Capaian Output Program @ Efisiensi @ Nilai Efisiensi @ Rata Rata NKA Satker

Berdasarkan grafik di atas, efisiensi Inspektorat Jenderal adalah 1.36 dengan nilai 53.4.
Walaupun belum maksimal, namun cukup menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran

sudah cukup efisien.
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CAPAIAN
LAINNYA

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal memiliki beberapa capaian untuk dapat
meningkatkan performa kinerja dan mengoptimalkan kegiatan pengawasan di lingkungan

Kementerian Sosial.

EXPO PENGAWASAN

Selain melakukan pengawasan, Inspektorat Jenderal juga terlibat dalam kegiatan pameran
atau expo yang diadakan oleh pihak eksternal, seperti KPK dan BPKP.

BPKP Gelar Expo Pengawasan

Untuk mensinergikan pengawasan intern
dengan dengan  para pemangku
kepentingan, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan menggelar
Expo Pengawasan Intern  2023.
Mengusung tema “Inovasi dan Kolaborasi
Pengawasan Intern  Adaptif  untuk
Pertumbuhan Berkelanjutan® event ini
diselenggarakan di Sasono Langen Utomo,
Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pada
expo ini, BPKP menggandeng pengawas
intern di lingkungan kementerian/lembaga,
pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD
untuk menjadi peserta.

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
turut  berpartisipasi  pada  kegiatan
tersebut. Tidak hanya memaparkan
program kerja pengawasan dan capaian
yang dimiliki, Inspektorat Jenderal bersama
dengan Pusat Data dan Informasi juga
melakukan sosialisasi mengenai Aplikasi
Cek Bansos.

Ini merupakan kali pertama Inspektorat
Jenderal mengikuti kegiatan expo. Maka
dari itu masih banyak hal-hal yang dapat
ditingkatkan, seperti kuis interaktif dan
desain booth yang lebih menarik dan
informatif.
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Expo Pengawasan Intern pada Hakordia KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
secara resmi menggelar puncak peringatan
Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun
2023 vyang diselenggarakan di Istora
Senayan, Jakarta. Mengusung tema
“Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia
Maju”. Salah satu rangkaian dalam acaranya
adalah Expo Pengawasan Intern.

Pada kegiatan ini, Inspektorat Jenderal
Kementerian Sosial turut berpartisipasi
dengan ikut menjadi peserta Expo. Seperti

pada  kegiatan Expo  sebelumnya,
Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan
Pusdatin  mensosialisasikan  terkait
dengan pengawasan serta aplikasi Cek
Bansos.

Setelah  belajar  dari  pengalaman
sebelumnya, pada booth Inspektorat
Jenderal terdapat permainan interaktif,
berbagai merchandise yang menarik, dan
rancangan booth yang lebih nyaman.

Sedunia

s -

Siner
+

5 % Antikorupsi

Berkat dukungan dari seluruh pegawai
Kementerian Sosial, booth Inspektorat
Jenderal mendapatkan predikat terbaik ke-
2 dari seluruh peserta yang ada.
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PENYUSUNAN PEDOMAN PENGAWASAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014,
Inspektorat Jenderal menyusun Kebijakan
Pengawasan Intern Kementerian Sosial dan

Pedoman lainnya di lingkungan
Kementerian Sosial. Langkah ini diambil
untuk memberikan arah acuan yang jelas
bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) agar dapat melaksanakan tugas
pengawasan dengan efektif dan efisien.
Pada tahun 2023, berbagai naskah hukum
yang mencakup kebijakan dan pedoman
evaluasi telah ditetapkan.

« Peraturan Menteri Sosial Tentang
Pedoman Pengawasan Intern
(Pengganti permensos 27/16 tentang
pedoman pengawasan intern)

« Keputusan Menteri Sosial Tentang
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

« Keputusan Inspektur Jenderal Tentang
Pedoman Perilaku Auditor Inspektorat
Jenderal

« Keputusan Inspektur Jenderal Tentang
Pedoman Perilaku Auditor Inspektorat
Jenderal

o Keputusan  Inspektorat  Jenderal
Tentang Pengawasan Berbasis
Masyarakat

« Keputusan Inspektur Jenderal Evaluasi
tata Kelola Keuangan

« Keputusan Inspektur Jenderal Evaluasi
BMN

« Keputusan Inspektur Jenderal Evaluasi

Program
 Keputusan Inspektur Jenderal
Pedoman Evalusi  Penatausahaan
Persediaan

« Keputusan Inspektur Jenderal Tentang
Kendali Mutu Audit

« Keputusan Inspektur Jenderal Tentang
Pedoman Audit

« Keputusan Inspektur Jenderal Tentang
Petunjuk Teknis Pengawasan berbasis
Masyarakat dalam rangka pemerataan
Bantuan Sosial

Salah satu produk hukum vyang telah
selesai dan disetujui adalah Keputusan
Menteri Sosial Nomor 166/HUK/2023
tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
dan Pengawasan Kementerian Sosial RI.
Selanjutnya, dilakukan sosialisasi secara
hybrid melibatkan seluruh perwakilan unit
organisasi agar peraturan tersebut dapat
diketahui dan diterapkan di lingkungan
masing-masing.
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PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal
tahun 2023 merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi sesuai amanat Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor
4 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi, dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Pencapaian akuntabilitas kinerja
Inspektorat  Jenderal  tahun 2023
menunjukkan hasil yang memuaskan,
karena semua indikator memenuhi atau
melampaui target. Dari 7 (tujuh) Indikator
Kinerja, 4 (empat) indikator melampaui
target, yaitu:
1.Batas Materialitas Temuan sebesar
0,001 %.
2.Persentase  Rekomendasi ~ TLHP
eksternal sebesar 76,56%.
3.Jumlah Unit Kerja Eselon (UKE) 1 yang
mendapat nilai SAKIP sebanyak 5 UKE
1 di lingkungan Kementerian Sosial.
4 Survei Kepuasan Stakeholder yang
mendapatkan nilai 93,95.

Selain itu, terdapat 3 (tiga) indikator
lainnya sesuai dengan target, yaitu:

1.Level Kapabilitas APIP / Internal Audit

Capability Model (IACM) mencapai level

3 (tiga).

2.Nilai Maturitas SPIP satker
Kementerian Sosial mencapai nilai 3
(tiga).

3.Jumlah  satker memenuhi syarat

diusulkan WBK/WBBM sebanyak 5
(lima) satker.

Meskipun demikian, masih terdapat
tantangan yang dihadapi Inspektorat
Jenderal agar dapat memenuhi capaian
tersebut, seperti:

o Prioritas pengawasan pada Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan berdampak
pad perlu disesuaikan jadwal kegiatan
pengawasan yang telah disusun.

« Perubahan mekanisme pada beberapa
indikator sasaran program

menyebabkan ~ penyesuain  guna
mendukung  ketercapaian  program
Inspektorat Jenderal.

« Adanya kegiatan pengawasan program
prioritas Kementerian Sosial yang perlu
didukung dengan peningkatan
kompetensi teknis auditor guna
meningkatkan kualitas pengawasan.
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Inspektorat Jenderal telah melakukan
tindak lanjut atas saran pada pencapaian
kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

« Laporan Kinerja menampilkan data
penting Instansi pemerintah, seperti
melampirkan Perjanjian Kinerja dan
Indikator Kinerja Utama (IKU).

« Laporan Kinerja menyajikan informasi
target kinerja seperti menjelaskan
metodologi perhitungan.

Sebagai bentuk perbaikan dalam rangka
pencapaian target Inspektorat Jenderal
Kementerian Sosial pada tahun berikutnya,
terdapat alternatif solusi yang dapat
dilakukan:

« Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap Program Kerja Pengawasan
Tahunan yang telah disusun secara
berkala agar dapat mensiasati
program-program yang perlu
penyesuaian.

« Informasi mengenai perubahan
mekanisme pelaksanaan kegiatan
dapat disampaikan melalui kegiatan-
kegiatan rapat rutin agar informasi
dapat diterima secara merata.

« Perlu dilakukan peningkatan kapasitas,
baik yang mendukung profesi maupun
softskill yang dimilki oleh pegawai
Inspektorat Jenderal.

Laporan Kinerja unit Inspektorat Jenderal
Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas
yang dapat memberikan informasi secara
transparan kepada seluruh pihak yang
terkait serta informasi yang relevan
kepada  pimpinan  tentang  kinerja
Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan
tugas  pengawasan di  lingkungan
Kementerian Sosial.

Dengan adanya analisis atas capaian
kinerja tersebut yang dituangkan dalam
laporan ini, dimungkinkan teridentifikasinya
sejumlah celah kerja (performance gap)
sebagai umpan balik perbaikan kinerja
Inspektorat Jenderal di masa yang akan
datang.

Inspektorat  Jenderal = menyampaikan
apresiasi yang setinggi tingginya atas
bantuan dan kerja sama semua pihak yang
turut membantu mewujudkan capaian
Sasaran Program Inspektorat Jenderal di
tahun 2023.
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.E
KEMENTERIAN 50SIAL RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR JENDERAL

Dalam rangha mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeldtif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

Nama : Dadang Iskandar
Jabatamn ¢ Inspektur Jenderal

Selanjutnya dischut pihak pertama.

Nama : Tri Rismaharini
Jabatan 1 Menteri Sosial RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kamii.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Fihak Kedua, Pihak Pertama,

% Dada Iskandar




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

INSPEKTUR JENDERAL
NO | SASARAN KEGIATAN INDIEATOR KINER]A TARGET
1  Terwujudnya tata kelola Persentase batas materialitas
kementerian Sosial yang temuan pengawasan 2
berkualitas B e e .
| Level Kapabilitas APIP (IACM) 3
[Integrated)
' Persentase rekomendasi hasil
3 | pengawasan eksternal yang 85
| ditindaklanjuti ,
Persentase pengaduan
4 | masyarakat yang di a5 [
tindaklanjuti i
Nilai penjaminan kualitas atas |
| 5 | penilaian mandiri maturitas 4 |
| SPIP Satker Kementerian Sosial i
Nilal Evaluasi Penilaian 5
6 | mandiri Reformasi Birokrasi 90 :
Eementerian Soslal |
jumlah Unit Kerja Eselon | yang . |
7 mendapat nilai evaluasi SAKIP ) )
yang memuaskan (A) Unit Kerja
f Nilai Kinerja Anggaran a0
. Inspektorat Jenderal
9 | Persentase naskah hukum yang 100
 ditetapkan sesuai rencana
l Jumilah satker vang memenuhi
10 | syarat diusulkan memperoleh 15
| predikat WBK/WEBBM
- i -
Meningkatnya kepuasan | Nilai kepuasan stakeholder |
2. | stakeholder terhadap layanan | 11 | terhadap layanan Inspelctorat a0 |
Kementerian Sosial Jenderal



Program /Kegiatan Tahun 2023 Anggaran
Program Dukungan Manajemen

Kegiatan

1. Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Rp. 18.108,704.000
Pengawasan Internal :
a. Pengawasan Bidang Pemberdayaan Sosial Rp. 3.305.050.000
b. Pengawasan Bidang Rehabilitasi Sosial Rp. 3.248.870.000
¢. Pengawasan Bidang Perlindungan dan Jaminan Rp 3.342.070.000

Sosial

d. Pengawasan Bidang Penunjang Rp. 3.214.010.000
e. Analizis Laporan Hasil Pemeriksaan Rp. 22.780.000
f Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp. 779.995.000

2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp. 146.210.000
Inspektorat Jenderal

3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Rp. 684.225.000
Umum Inspektorat Jenderal

4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Rp. 1.262.500.000
Jenderal

5. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal Rp. 172.555.000

JUMLAH Rp. 47.026.464.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Dadan::; Iskandar
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintaban yang efekiif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kami yang bertanda tangan di bawah
inl:

Mama : Dody Sulsmond
Jabatan : Pit. Inspekiur [enderal
Selanjutnya disebut pihak pertama.
Nama : Tri Rismaharini
Jabatan : Menter] Sosial RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut plhak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesusl
lampiran perjanjian inl, dalam ranghka mencapal target kinerja seperti yang telah
ditetapkan dalam dolumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kamil.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
eviluasi terhadap capalan ldnerja darl perjanjlan inl dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Februari 2023

Pilhak Heduaa, Fikak Pertama,




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Kementerian Sosial

Jenderal

INSPEKTUR JENDERAL
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Terwujudnya pengawasan Persentase (%5) batas
yvang efektif materialitas temuan 2
pengawasan
Level Kapabilitas APIP (IACM) 3
(Integrated)
Persentase (%) Rekomendasi
hasil pengawasan eksternal 70
vang ditindaklanjuti
Nilai maturitas SPIP satuan 3
kerja Kementerian Sosial
Jumlah Unit Kerja Eselon [ vang 3
mendapat nilai evaluasi SAKIP _ _
yvang memuaskan (A) Unit Kerja
Jumlah satuan kerja vang
memenuhi syarat diusulkan
. 5
memperoleh predikat
WBK,/WBEM
Meningkatnya kepuasan Nilai kepuasan stakeholder
2. | stakeholder terhadap layanan terhadap layanan Inspektorat 90




Program/Kegiatan Tahun 2023 Anggaran

Program Dukungan Manajemen
Kegiatan

1. Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Rp. 18.108.704.000
Pengawasan Internal :
a. Pengawasan Bklang Permberdayaan Sosial Rp. 3.305.050.000
b. Pengawasan Bidang Rehabilitasi Sosial Rp. 3.248.870.000
c. Pengawasan Bidang Perlindungan dan Jaminan Rp 33420770, 000

Soslal

d Pengawasan Bidang Penunjang Rp. 3.214.010.000
¢. Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan Rp- 52.780.000
{. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rp. T19.995.000

2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp. 146.210.000
Inspektorat Jenderal

3. Pengelolaan Perencanaan, Keuwangan, BMN, dan Rp. 684.225.000
Umum Inspektorat [enderal

4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Rp. 1.262.500.000
Jenderal

5. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal Rp. 172.555.000

JUMLAH p. 47.026.464.000
Jakarta, Februari 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Tri harini Figf



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2023

1. Nama Unit Organisasi: Inspektorat Jenderal
2. Tugas: Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial;
b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sosial terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Sosial;
e. Pelaksanaan administras Inspektorat Jenderal; dan

f. Pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Menteri.



4. Indikator Kinerja

Sasaran Indikator Cara Perhitungan dan Definisi Operasional Sumber Data Penanggungjawab
Strategis Kinerja Utama
(IKU)
Terwujudnya | Persentase Cara Perhitungan: -Batas Inspektorat
tata kelola (%) Batas 3.* Materialitas dari | Bidang dan
Kementerian | Materialitas T 100 masing-masing | Sekretariat
Sosialyang [ Temuan n : Jumlah temuan kerugian negara pada hasil Inspektorat
berkualitas | Pengawasan | hemeriksaan eksternal atas laporan keuangan tahun | Pidang
sebelumnya -Batas toleransi
T : jumlah realisasi keuangan Kementerian Sosial pada | Materialitas
tahun sebelumnya temuan
pengawasan
Defisni Operasional: eksternal dari
Batas Materialitas temuan adalah batas toleransi BPK E |
materialitas temuan pengawasan eksternal (BPK RI) | -Realisasi
dan dibandingkan dengan total realisasi anggaran anggaran
Kemensos

mitra kerja.

Materialitas adalah informasi akuntansi yang apabila
terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari
keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau
mempengaruhi pertimbangan pihak yang meletakkan
kepercayaan atas informasi tersebut.




Sasaran Indikator Cara Perhitungan dan Definisi Operasional Sumber Data Penanggungjawab
Strategis Kinerja Utama
(IKU)
Persentase Cara Perhitungan: Jumlah Inspektorat
Rekomendasi rekomendasi Bidang dan
Hasil YRekomendasi BPK yang ditindaklanjuti hasil Sekretariat
Pengawasan YRekomendasi BPK ALl pemeriksaan
Eksternal BPK atas
yang Definisi Operasional: pelaksanaan
ditindaklanjuti | Hasil pengawasan eksternal adalah hasil adalah hasil | program tahun
rekomendasi dari pemeriksaan BPK atas pelaksanaan | sebelumnya
program tahun sebelumnya. Rekomendasi tersebut yang
perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait. ditindaklanjuti
Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem | oleh satuan
Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Jenderal | kerja

perlu memantau proses Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan hingga satuan kerja selesai
menyelesaikan rekomendasi tersebut.




